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BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di dalam dasar-dasar pertimbangan Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 

tentang keimigrasian disebutkan antara lain, bahwa pengaturan dan pelayanan di 

bidang keimigrasian merupakan hak dan kedaulatan Negara Republik Indonesia 

sebagai Negara hukum berdasarkan Undang-Undahg Dasar 1945.

Aspek keimigrasian merupakan suatu hal yang menyangkut lalu lintas orang 

antar negara baik masuk ke wilayah Indonesia maupun ke luar wilayah Indonesia, 

sedangkan pengertian keimigrasian meriurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 

Tentang Keimigrasian adalah hal ikhwal mengenai orang-orang yang masuk atau ke 

luar wilayah Indonesia dan pengawasan orang asing.1 Orang-orang yang dimaksud

adalah meliputi warga negara Indonesia dan warga negara asing, sedangkan lalu

lintas antar negara adalah masuk ke wilayah Indonesia atau ke luar wilayah Indonesia

dengan segala prosedur dan persyaratannya.

Ada dua hal yang sangat mendasar dalam hal pengertian Keimigrasian 

Indonesia. Hal yang pertama adalah aspek lalu lintas orang antar negara, sedangkan 

yang kedua adalah menyangkut pengawasan orang asing yang meliputi pengawasan

Lihat Pasal 1 ayat (!) Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian.
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terhadap masuk dan keluar, pengawasan tentang keberadaan serta pengawasan 

terhadap kegiatan orang asing di Indonesia.

Sejalan dengan pokok pemikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 

1945, keimigrasian mencakup pelaksanaan penegakan kedaulatan negara. Hak negara 

untuk mengijinkan ataupun melarang orang asing untuk masuk ataupun tidak yang 

diatur dalam Undang-undang Keimigrasian adalah suatu atribut penting dari 

pemerintah yang berdaulat dan dapat pula dikatakan sebgai suatu peristiwa 

kedaulatan teritorial. Seorang asing yang memasuki wilayah suatu negara akan 

tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga negara itu sendiri.2 

Namun demikian dalam praktiknya ada pembatasan - pembatasan yang membedakan 

hak dan kewajiban warga negara dengan orang asing, antara lain hak bela negara dan 

sebagainya.

Kebijakan secara nasional mengenai Keimigrasian Indonesia adalah menganut

kebijakan selektif (selective policy) yang dalam implementasinya adalah sebagai

berikut:

1. Hanya orang asing yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara 

yang diizinkan masuk ke wilayah Indonesia.

2 J.G. STARKE, Pengantar Hukum Internasional, Edisi Kesepuluh, 2, Penerbit Sinar 
Grafika,Jakarta 1967, hlm. 467.
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2. Tidak membahayakan dari segi keamanan dan tidak menganggu ketertiban,

kesusilaan.

3. Harus mentaati ataupun harus mengindahkan peraturan yang diadakan bagi

3orang asing yang hendak masuk ataupun berada di Indonesia.

Pelaksanaan dari kebijakan nasional yang secara selektif menentukan orang 

asing yang mana saja boleh masuk ke Indonesia dan sanksi hukum apa saja yang 

dikenakan terhadap orang asing yang sudah berada di Indonesia dan apabila terjadi

pelanggaran terhadap ketentuan mengenai hal-hal yang harus dipatuhi selama WNA

tersebut berada di Indonesia. Segala hal yang mengenai pengaturan persyaratan

prosedur larangan, sanksi hukum mengenai lalu lintas orang antar negara inilah yang

disebut Hukum Keimigrasian.

Hukum Keimigrasian adalah himpunan petunjuk yang mengatur tata tertib

orang orang yang berlalu lintas masuk dan ke luar wilayah Indonesia dan 

pengawasan orang-orang asing yang berada di wilayah Indonesia.4

Sebagian pengaturan mengenai lalu lintas orang antar negara dan pengaturan 

mengenai keberadaan orang asing di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan keimigrasian adalah merupakan hukum administratif,

Mr. J. Van Kan, Mr. J.H. Beekhuis, Pengantar Ilmu Hukum, cetakan kesebelas Pustaka 
Sarjana, Jakarta, 1990 hlm. 95.

Abdullah Syahriful ( JAMES ) , Memperkenalkan Hukum Keimigrasian, Penerbit Ghalia 
Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 58.
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berupa kumpulan kaidah-kaidah yang bersifat memaksa yang berkenaan dengan itu, 

merupakan hukum tata negara dalam keadaan bergerak atau hukum administratif.

Dalam hal pengaturan yang bersifat hukum administratif, hukum keimigrasian 

idealnya diancam dengan sanksi pelanggaran terhadap setiap pelanggaran yang diatur 

menurut ketentuan undang-undang itu sendiri. Namun demikian, di dalam undang- 

undang keimigrasian sanksi tersebut tidak saja dianggap suatu pelanggaran tapi 

dianggap suatu kejahatan. Dalam perspektif yang lebih luas, hukum keimigrasian 

termasuk hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu 

dengan negara, keterkaitan strategis antara kepentingan negara terhadap masalah 

keimigrasian yang bersinggungan dengan aspek pendekatan keamanan negara dan 

aspek pendekatan kesejahteraan berakibat hukum keimigrasian bukan sebagai hukum

administratif yang bersifat umum. Beberapa hal yang menempatkan hukum 

keimigrasian kedalam suatu hukum yang bersifat khusus, dengan unsur-unsur 

pemaksaan oleh negara agar ketentuan keimigrasian harus dipatuhi disertai sanksi 

pidana yang berat.

Beberapa aspek strategis yang menempatkan hukum keimigrasian sebagai 

suatu hukum yang bersifat khusus adalah sebagai berikut:

1. keimigrasian berkaitan dengan kebijakan nasional ( National policy ) yang 
berhubungan dengan Sistem Keamanan Negara.

2. keimigrasian berkaitan dengan kebijakan nasional ( National Policy ) yang 
berhubungan dengan upaya pencapaian kesejahteraan melalui 
pembangunan nasional.

5 Op cit, Mr. J. Van Kan, hlm. 98.
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3. keimigrasian berkaitan dengan instrumen penegakan kedaulatan negara.
4. keimigrasian berkaitan dengan penegakan Hak Asasi Manusia (Human 

Rights).
5. keimigrasian berkaitan dengan hubungan internasional.
6. keimigrasian berkaitan dengan aspek bagaimana menangani kejahatan 

yang bersifat terorganisir secara lintas antar negara.6

Keimigrasian merupakan aspek penegakan kedaulatan negara, oleh karena 

itu untuk mengawal penegakan hukum keimigrasian perlu sanksi pidana yang bersifat 

khusus diluar kelaziman yang berlaku sebagaimana hukum administratif lainnya, dan 

apabila dibandingkan dengan sanksi pelanggaran hukum administratif lainnya yang 

lebih ringan maka kedudukan fungsi keimigrasian yang strategis secara rasional dapat

diterima sebagai alasannya.

Pelaksanaan tugas keimigrasian secara konkrit dalam hal penegakan 

kedaulatan negara adalah hal yang berkaitan dengan orang asing, antara lain 

pemberian visa, pemberian izin masuk, pemberian izin tinggal, penangkalan dan 

pengawasan wilayah teritorial negara. Hukum keimigrasian mengatur tata tertib lalu 

lintas orang antar negara dan pengawasan orang asing di Indonesia, mengatur 

mengenai hal-hal yang harus dipatuhi terhadap aturan yang dilanggar, undang-undang 

keimigrasian mengatur mengenai sanksi yang harus dijatuhkan terhadap 

pelanggarnya, dengan adanya sanksi terhadap pelanggaran ketentuan yang telah 

diatur maka hal tersebut adalah suatu pelanggaran tindak pidana keimigrasian.

6 Op cit, Abdullah Syahriful ( JAMES ) hlm.100
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Ada dua hal yang paling mendasar yang dilakukan terhadap pelanggar aturan 

keimigrasian yang diatur berdasarkan undang-undang No. 9 Tahun 1992 tentang 

Keimigrasian, yaitu :

a. Dilakukan penuntutan melalui proses peradilan pidana umum, dalam hal 

ini berlaku ketentuan KUHAP untuk hukum acaranya (UU No. 8 tahun

1981).

b. Dilakukan tindakan keimigrasian, tindakan keimigrasian adalah tindakan 

administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan.7

Untuk pelanggaran hukum keimigrasian dapat dilakukan penuntutan melalui

proses peradilan atau dilakukan tindakan keimigrasian di luar proses peradilan. Selain

itu Undang-Undang No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian juga mengatur mengenai

apa yang disebut pejabat imigrasi selaku penyidik terhadap pelanggaran tindak pidana

keimigrasian selain dari penyidik POLRI. Di dalam KUHAP disebutkan dalam Pasal

6 bahwa penyidik adalah :

a. Penyidik polisi Negara Republik Indonesia.

b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh

8undang-undang.

Kemudian di dalam Pasal 47 UU No. 9 Tahun 1992 disebutkan bahwa pejabat 

pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang mempunyai lingkup

7 Uhat Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian 
Lihat Pasal 6 ayat L Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP)
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tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan keimigrasian diberi wewenang 

khusus sebagai penyidik sebagaimana dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang hukum 

pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian.

Dalam praktik keimigrasian, tindakan pengusiran atau deportasi terhadap 

orang asing yang telah melanggar ketentuan keimigrasian menjadi sualu hal yang 

biasa dilakukan oleh aparat keimigrasian, mengingat adanya dua cara penanganan 

terhadap pelanggaran keimigrasian yaitu dengan melalui proses peradilan dan 

tindakan keimigrasian yaitu tindakan administratif diluar proses peradilan, dilain 

pihak hampir sebagian besar pasal-pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana 

keimigrasian adalah tergolong ke dalam kejahatan ( ada 16 pasal ) dan tergolong ke

acara

dalam tindakan pelanggaran (ada 3 pasal ).

Penentuan apakah dikenakan Tindakan Keimigrasian ataukah diproses

melalui proses peradilan sepenuhnya ditentukan oleh pejabat imigrasi disetiap

tingkatan struktur organisasi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis bermaksud 

untuk melakukan penelitian dengan judul : “KEWENANGAN DIREKTORAT 

JENDERAL IMIGRASI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

KEIMIGRASIAN”.
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B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini

adalah :

a. Sejauh manakah kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam proses 

penyidikan tindak pidana keimigrasian ?

b. Tindakan apa sajakah yang dilakukan aparat Direktorat Jenderal Imigrasi 

dalam proses penyidikan tindak pidana keimigrasian ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini

adalah :

a. Untuk mengetahui batas kewenangan direktorat jenderal imigrasi dalam

proses penyidikan tindak pidana keimigrasian.

b. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan oleh aparat direktorat jenderal

imigrasi dalam proses penyidikan tindak pidana keimigrasian.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dari 

penulis dan pedoman bagi masyarakat luas, para praktisi dan aparat keimigrasian.
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2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk mempeijelas wewenang direktorat 

jenderal imigrasi dalam proses penyidikan tindak pidana keimigrasian. Dan untuk 

mengetahui tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan oleh aparat direktorat jenderal 

imigrasi untuk menunjang keberhasilan proses tersebut.

E. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai batas

kewenangan direktorat jenderal imigrasi dalam proses penyidikan tindak pidana

keimigrasian. Namun agar pembahasannya tidak menyimpang dari judul dan karena

sistem peradilan pidana yang terdiri dari banyak tahapan proses, yang terdiri dari

proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan pemasyarakatan

sangatlah luas, maka penulis membatasi permasalahan hanya pada tahap proses

penyidikannya saja yang dilakukan oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil

imigrasi.

F. METODE PENELITIAN

I. Pendekatan Masalah

Dalam pembahasan permasalahan sknpsi ini, penulis melakukan pendekatan 

Yuridis Normatif dengan didukung oleh penelitian hukum yuridis empiris.. 

Pendekatan Yuridis Normatif berupa inventarisasi hukum perundang-undangan yang

secara
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berlaku dan penelitian asas-asas hukum positif9. Sedangkan pendekatan Yuridis 

Empiris berupa penelitian-penelitian hukum yang dikaitkan dengan keberlakuan 

hukum positif, pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, 

dan pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap berlakunya hukum positif.10

2. Jenis dan Sumber data

a. Jenis Data

Dalam penulisan ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data

sekunder adalah data yang terdapat di dalam kepustakaan berupa buku-buku literatur,

perundang-undangan, dokumen-dokumen hasil penelitian dan sebagainya yang

berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian.

b. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari

kepustakaan berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu :

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian

9 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, cetakan ketiga, sinar grafika, Jakarta
2002, hlm 6

10 ibid, hlm 6
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2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu :

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer 

yang meliputi buku — buku literatur, tulisan-tulisan karya ilmiah, Koran 

harian, dan ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai keterkaitan dengan

objek kajian penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu :

Bahan hukum yang memberikan penjelasan ataupun petunjuk terhadap bahan 

hukum primer dan sekunder yang meliputi kamus-kamus hukum dan internet. 

Untuk mendapatkan pemahaman secara lebih lengkap dan jelas terhadap data

sekunder yang telah lebih dahulu terkumpul, kemudian dilakukan pula wawancara

dengan para informan di Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian

(Wasdakim) di Kantor Imigrasi kelas I Palembang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan, maka 

penulis melakukan pengumpulan, pemilihan dari sumber bacaan yang berhubungan 

dengan penelitian ini, kemudian bahan-bahan yang terkumpul tersebut dipelajari. 

Dari bahan-bahan tersebut, diperoleh teori-teori hukum, asas-asas hukum maupun
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bahan kepustakaan lainnya. Setiap bahan ini kemudian harus diperiksa ulang 

validitasnya sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

Adapun informan penelitian ini ditentukan secara purposive ( bertujuan ), 

yaitu pihak —pihak yang berdasarkan kewenangan, jabatan, pengetahuannya pernah 

terlibat langsung dalam proses penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik editing, artinya 

semua data tersebut harus dibaca dan diperiksa kembali satu persatu dengan maksud

dan cara sebagai berikut : yang belum dicatat agar dicatat, yang belum disalin agar

disalin, yang belum lengkap agar dilengkapi, yang terdapat kekeliruan agar

dibetulkan, yang belum sempurna disempurnakan, yang tidak relevan dialihkan

ketempat yang relevan, kemudian yang satu dengan yang lain dikelompokkan 

menurut bab dan sub bab, paragraf atau bagian uraiannya. 12

Pada tahapan ini, peneliti melakukan berbagai argumentasi dan penalaran

hukum. Setelah data tersebut disusun, maka dilakukan analisis data.

11 Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004,

12 Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, CV. 
Mandar Maju, Bandung, Cetakan pertama, 1995, hlm 95-96

hlm 68
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5. Teknik Analisis Data

Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan

menggunakan teknik Analisis Deskriptif Kualitatif, yakni bentuk analisis data yang

pada awalnya panjang dan lebar kemudian menjadi suatu data yang ringkas dan 

sistematis. Untuk data sekunder dianalisis dengan menggunakan Kajian Isi (content). 

Analisis tersebut berupa penguraian secara sistematis, sehingga diharapkan dari hasil 

analisa data akan muncul suatu kesimpulan sebagai konsep baru yang menjawab 

permasalahan sekaligus suatu kesimpulan, kemudian disajikan dalam bentuk skripsi.
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